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BAB II 

KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK RENTAL 

MOBIL 

 

A. Pengertian Umum Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil 

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah 

satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena 

dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-

tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan 

terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal 

tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan 

hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat 

dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu 

sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada 

warga negaranya.
18

  

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita 

perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.Dengan kata lain dapat 

                                                           
18 Tesis Hukum tentang Pengertian Perlindungan Hukum Oleh Beberapa Ahli, 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diunduh tgl 15 Mei 

2019, jam 12.00 wib 
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dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari 

fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Menurut Pasal 1 UUPK yang dimaksud dengan “Perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen”. Pengertian tersebut mengundang beberapa ahli 

untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan 

hukum diantaranya :
19

 

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum 

adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan. 

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

                                                           
19 Ibid, hlm. 1 
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Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut. 

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti 

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum. 

Pada Penjelasan Pasal 2 UUPK dijelaskan Perlindungan konsumen 

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan 

dalam pembangunan nasional, yaitu : 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spiritual. 
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d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Selanjutnya pada Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa  Perlindungan 

konsumen bertujuan: 

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  

dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa; 

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 
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f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 

 

B. Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Sewa Menyewa Mobil  

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “Sewa” dan 

“Menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang 

sewa.
20

 Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang 

sewa.
21

 Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang 

artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.
22

 

Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-

belikan manfaat suatu harta benda.
23

 Transaksi ini banyak sekali dilakukan oleh 

manusia, baik manusia jaman dahulu maupun manusia jaman sekarang, atau dapat 

diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap 

zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan 

salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. 

 Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan 

pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan 

ditangguhkan.
24

 Pengertian sewa menyewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, 

                                                           
20 Hasan Alwi, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1057. 
21 ibid 
22 M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),  PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 227 
23 A. Mas’adi Ghufron, 2002, Figh Muamalah Kontekstual, Rajawali Pers, Semarang, hlm. 181 
24 H. Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, CV. Toha Putra, Semarang, hlm. 428 
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dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak 

lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 

pembayarannya.
25

 

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III 

dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi : “sewa menyewa adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu 

waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir 

disanggupi pembayarannya”. Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik 

barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai 

dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan 

kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya.  

Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak 

milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya 

penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan 

demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang 

menyewakan.  

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Justru oleh karena hak 

milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada 

hakekatnya keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan 

                                                           
25 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 

Cet. ke-27,Jakarta, hlm. 381 
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untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, 

pamakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada 

pemilik barang”.
26

 

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian 

bernama yang dalam bahasa belandanya disebut Benoemde. Dimana didalam 

KUHPerdata perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdata yang 

berbunyi : “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun 

yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan 

bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 

KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu 

perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada 

saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga 

sewanya.  

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-

unsur, yaitu antara lain :  

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek). 

 2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian). 

 3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak.  

4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan 

kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.  

                                                           
26 Wirjono Prodjodikoro, 1981, “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, Cet 7 

Penerbit Sumur,  Bandung, hlm..49 
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5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada 

pihak yang menyewakan.
27

 

Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek dari perjanjian 

sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh para pihak yang telah 

membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut. 

Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa Sewa menyewa dalam bahasa 

belanda disebut dengan Huurenverhuur dan dalam bahasa inggris disebut dengan 

rent atau hire. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan 

membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang 

sewa.
28

 

 Secara yuridis pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 

KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut : “suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepda pihak yang lainnya 

kenikmatan dari segala barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran 

sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 

pembayarannya”.  

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan 

pendapatnya terhadap Perjanjian sewa menyewa, yaitu : M.Yahya Harahap 

“Perjanjian Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan 

dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyewakan menyerahkan 

barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati 

                                                           
27 Salim H.S, 2006, “Hukum Kontrak”, cet ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59 
28 HAsan Alwi, Op. Cit. hlm. 833 
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sepenuhnya.”
29

 Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu 

penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan 

memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh 

pemakai kepada pemilik”.
30

 

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada 

umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah sah dan mengikat pda 

detik tercapainya sepakat mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu barang dan harga. 

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh 

pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar 

harga sewa”. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam 

jual beli, tetapi haanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian 

maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang 

disewa itu. Beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu :  

a. Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri.  

     Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang 

mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang 

membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa 

menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau 

kepentingan badan hukum tertentu. 

b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa  

                                                           
29 Yahya Harahap. “Segi-Segi Hukum Perjanjian”,Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 220 
30 Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, hlm.190 
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Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak 

maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan 

atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran 

sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa 

(Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan 

kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam 

perjanjian.
31

10  

c. Ada kenikmatan yang diserahkan. 

 Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang 

disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang 

menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa 

menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.  

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang 

untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka itu 

tidak sah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang 

yang mempunyai hak nikmat-nikmat dapat secara sah menyewakan barang yang 

dikuasainya dengan hak tersebut. Apabila seorang diserahi suatu barang untuk 

dipakai tanpa kewajiban membayar apapun maka yang terjadi adalah suatu 

perjanjian pinjampakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka 

bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa-menyewa. 

Disebutkannya perkataan “waktu tertentu” dalam uraian Pasal 1548 tersebut 

diatas, menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya karena dalam perjanjian sewa 

                                                           
31 Subekti, 2000, “Aneka Perjanjian”, Alumni, Bandung. hlm. 40 
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menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan 

asalkan sudah disetujiu berapa harga sewanya dalam satu hari, satu bulan, atau 

satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidak lain dari pada untuk 

mengemukakan bahwa pembuat Undang-Undang memang memkikirkan pada 

perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa ditentukan, misalnya untuk enam 

bulan, untuk dua tahun dan sebagainya.  

Dalam penafsiran yang demikian itu menurut pendapat kami memang tepat 

suatu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579 yang hanya dapat kita mengerti dalam 

alam pikiran yang dianut oleh seorang yang pikirannya tertuju pada perjanjian 

sewa menyewa dimana waktu sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi : 

“Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan 

hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah 

diperjanjikan sebaliknya”. Teranglah bahwa Pasal ini ditujukan dan hanya dapat 

dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu.  

Memang sudah selayaknya bahwa seorang yang sudah menyewakan 

barangnya misalnya untuk lima tahun, tidak boleh menghentikan sewanya kalau 

waktu tersebut belum habis, dengan daalih bahwa ia ingin memakain sendiri 

barang yang disewakan itu. Tetapi apabila menyewakan barangnya tanpa 

ditetapkannya suatu waktu tertentu, ia berhak menghentikan sewa itu setiap waktu 

asal ia mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk 

pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.  

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang termuat Dalam 

bab ketujuh dari Buku III B.W. berlaku untuk segala macam sewa menyewa 
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mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang 

memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena 

“waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. Tentang 

harga sewa kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa 

baraang dan jasa.  

Sebagaimana yang telah diterangkan, segala macam barang dapat disewakan 

namun keadaan sosial ekonomi Indonesia telah menunjukan pada kita semua 

bahwa sebagian besar aktivitas dunia usaha di Indonesia dilakukan oleh pelaku 

usaha yang menyandarkan diri pada ketentuan Buku II daan Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini membuat kita mau tidak mau harus 

mengakui bahwa beberapa bagian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas 

dunia usaha, yang bersandar pada Buku III KUHPerdata ternyata sangat relevan 

bagu kehidupan dan aktivitas dunia bisnis dewasa ini. Termasuk sewa menyewa 

kendaraan bermotor seperti mobil. 

 

2.  Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa  

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah :  

a. Pihak yang menyewakan  

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan 

barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dapat menikmati kegunaan benda 

tersebut. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda 

sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan 
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pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa 

menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu 

barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang 

disewakan. 

b. Pihak Penyewa  

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau 

benda dari pihak yang menyewakan. Objek barang yang dapat disewakan menurut 

Hofmann dan De Burger, yang dapat di sewa adalah barang bertubuh saja, namun 

ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar berpendapat 

bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat menjadi objek 

sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa. 

Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk 

memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan 

berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda 

tersebut. Jadi benda yang disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat berupa 

hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak menggunakan hasil, hak sewa dan hak 

guna bangunan. Perjanjian sewa menyewa menurut Van Brekel, bahwa harga 

sewa dapat berwujud barang-barang lain selain uang, namun barang-barang 

tersebut harus merupakan barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian 

sewa menyewa akan hilang jika harga harga sewa dibayar dengan suatu jasa.  

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Prof. Subekti, S.H 

yang berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tidaklah menjadi 

keberatan apabila harga sewa tersebut berupa uang, barang ataupun jasa.12 Jadi 
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objek dari perjanjian sewa menyewa adalah segala jenis benda, baik benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak 

berwujud.  

 

3. Hak Dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa 

 Sebelum membahas Hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih dahulu 

kita akan melihat apa yang menjadi subyek dalam perjanjian sewa menyewa. 

Adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan 

adanya pihak yangmenyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian 

sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek 

tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan atau seringdisebut sebagai barang yang halal. yang menjadi hak dan 

kewajiban dari para pihak yaitupihak yang menyewakan dan pihak yang 

menyewa, menurut KUHPerdata, adalah sebagai berikut:  

1. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan 

 Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima 

harga sewa yang telah ditentukan sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak 

yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:  

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) 

KUHPerdata)  

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai 

untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdata) 
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 c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan 

(Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdata) d. Melakukan pembetulan pada waktu yang 

sama (Pasal 1551 KUHPerdata)  

e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdata) Hak 

dan kewajiban pihak penyewa.  

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang 

yang di sewakan dalam keadaan baik sedangkan yang menjadi kewajiban dari 

pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu: 

 a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tanggayang baik artinya 

kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri 

 b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 

KUHPerdata) Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa kedua belah pihak 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

 

C. Pengertian Umum Konsumen Serta Pelaku Usaha 

1. Pengertian Umum Konsumen 

“Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau 

consument/konsument (Belanda). Pengertian consumer atau consument tergantung 

dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan 

produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang 

atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna 
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tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata 

consumer sebagai pemakai atau konsumen.”
32

 

Ade Maman Suherman dalam bukunya Aspek Hukum Dalam Ekonomi 

Global mengutip definisi konsumen yang dikemukakan Kotler, yakni sebagai 

berikut:
33

 

“Consumers are individuals and households or personal use, producers are 

individual and organizations buying for the purposes of producing. 

(Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan 

pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau 

organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi).” 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) tersebut juga 

dikenal dengan istilah dalam kepustakaan ekonomi yakni konsumen akhir dan 

konsumen antara.  

Az. Nasution didalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti menegaskan 

beberapa batasan tentang konsumen, yakni:
34

 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan 

untuk tujuan tertentu; 

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barangatau jasa untuk 

digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan 

(tujuan komersil); 

3. konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan 

barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 

                                                           
32

 AZ. Nasutiondalam Celina Tri SiwiKristiyanti, Op.Cit., hlm. 22. 
33

 Ade Maman Suherman. 2002. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global.  Ghalia Indonesia, Jakarta 

hlm. 63 

34 Celina Tri SiwiKristiyanti, Op.Cit., hlm. 25. 
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keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali 

(nonkomersil). 

 

“Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produkyang 

cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi juga korban yangbukan 

pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakaimemperoleh 

perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan diEropa pengertian 

korban bersumber dari Product Liability Directive(selanjutnya disebut 

Directive). Berdasarkan Directive tersebut yangberhak menuntut ganti 

kerugian adalah pihak yang menderita kerugian(karena kematian atau 

cedera) atau kerugian berupa kerusakan bendaselain produk yang cacat itu 

sendiri.”
35

 

 

Konsumen disini tidak terbatas mengacu pada pembeli, melainkanjuga 

masih ada subjek hukum lain yaitu semua orang (perorangan ataubadan usaha) 

yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia dantidak untuk 

diperdagangkan. Pada konsumen akhir biasanya barangdan/atau jasa itu adalah 

barang dan/atau jasa yang digunakan untukmemenuhi kebutuhan yang pada 

umumnya digunakan didalam rumahtangga masyarakat. Konsumen tidak semata-

mata mengukur nilai komersilsebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

 

2. Pengertian Umum Pelaku Usaha 

Pihak yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen selain konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usaha atau 

produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. 

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan 

produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran 

                                                           
35 AhmadiMirudanSutarmanYodo, Op.Cit., hlm. 7. 
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produk hingga sampai ke tangan konsumen, atau dapat dikatakan produsen dalam 

arti yang lain. 

Menurut Az. Nasution, kelompok penyedia barang dan/atau jasa pada 

umumnya terdiri dari pihak-pihak sebagai berikut:
36

 

1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau jasa (investor) 

2. Penghasil atau pembuat barang atau jasa (produsen) 

3. Penyakur barang atau jasa (distributor) 

 

Pengertian Pelaku Usaha sebagiamana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

 

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut bahwa yang termasuk dalam 

pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. Hal ini bermakna bahwa tidak hanya produsen pabrikan 

yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, 

melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-

jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang 

dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang 

dan/atau jasa. 

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 

cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Cakupan 

luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan 

                                                           
36

Az. Nasution, Op.Cit., hlm. 20. 
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dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama Negara 

Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat 

produk jadi (finishedproduct); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap 

orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan 

namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan 

produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk 

dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain 

dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal identitas dari 

produsen atau importir tidak dapat ditentukan.”
37

 

Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan pelaku 

usaha, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha.
38

 Pengertian pelaku usaha 

yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan pelaku usaha adalah : “setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
39

 

 

 

                                                           
37AhmadiMiru dan SutarmanYodo. Opcit.,hlm. 8. 
38 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar, 

Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen,  Gramedia 

Pustaka, Jakarta, hlm. 56 

39  Ibid, hlm. 45 
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D. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Dalam Sewa Menyewa 

Mobil 

1. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Setiap individu diberikan hak dan kewajibannya masing-masing tidak 

terkecuali hak dan kewajiban sebagai pengguna barang dan/atau jasa. 

Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak 

sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. 

“Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila 

kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan 

hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya 

disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tiada hak tanpa kewajiban, 

sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberikan kenikmatan 

dan keleluasaan pada individu dalam melaksanakannya, sedangkan 

kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol ialah 

segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.”
40

 

 

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus 

diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat 

dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hak 

konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

1.  Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

                                                           
40 Suyadi. Op.Cit., hlm. 19. 
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6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketetntuan peraturan perundangundangan lainnya. 

 

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan 

hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau 

jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak 

aman atau membahayakan kesehatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan 

dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau 

jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan 

konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang 

benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen 

berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, 

konpensasi sampai ganti rugi. 

Ada 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara umum dan diakui secara 

internasional yang mana dicetuskan oleh John F. Kennedy dalam Kongres 

Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat, meliputi:
41

 

a) Hak untuk memperoleh keamanan, 

b) Hak memilih, 

c) Hak mendapat informasi, 

                                                           
41Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia 

Indonesia, Bogor, hlm. . 49. 
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d) Hak untuk didengar. 

Organisasi konsumen yang tergabung dalam The InternationalOrganization 

of Consumer Union (IOCU) dalam perkembangannya menambahkan lagi 

beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan 

ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy tersebut 

dimasukkan dalam program konsumen European Economic Community (EEC) 

yang meliputi:
42

 

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan, 

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi, 

3. Hak untuk memperoleh ganti rugi, 

4. Hak atas penerangan, 

5. Hak untuk didengar. 

Konsumen juga memiliki kewaiban yang harus dipenuhi selain daripada 

pemenuhan haknya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

menyebutkan: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo:
43

 

“Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi 

dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 

keamanan daan keselamatan, merupakan hal yang penting mendapat 

pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha 

                                                           
42

 Ibid. 
43

 Ahmadi MirudanSutarmanYodo, Op.Cit., hlm. 47. 
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telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun 

konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.” 

 

Pentingnya pengaturan kewajiban bagi konsumen memberikan konsekuensi 

pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan 

menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. 

 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

Hak-hak diberikan kepada konsumen untuk menciptakan kenyamanan 

dalam menikmatai suatu barang atau jasa. Sebagai keseimbangan dari hak 

konsumen, maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak. Berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

produsen sebagai pelaku usaha mempunyai hak : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen; 

4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 

 

Konsekuensi dari hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha, makadibebankan 

pula kewajiban. Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban bagipelaku usaha, antara lain 

sebagai berikut : 

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan; 

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 



36 
 

 
 

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

Berdasarkan penjabaran kewajiban pelaku usaha seperti tersebut diatas, 

terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang melekat pada pelaku usaha adalah sisi 

lain dari hak-hak konsumen yang ditujukan untuk menciptakan budaya tanggung 

jawab pada diri pelaku usaha agar tujuanyang dicita-citakan UUPK dapat tercapai. 

Dalam hal kepariwisataan UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 

mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha wisata dan penikmat pariwisata 

(UU Pariwisata). Pada Pasal 19 UU Pariwisata menyebutkan bahwa: 

(1) Setiap orang berhak :  

a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;  

b. melakukan usaha pariwisata;  

c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau d. berperan dalam proses 

pembangunan kepariwisataan. 

 (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata 

mempunyai hak prioritas:  

a. menjadi pekerja/buruh; 

 b. konsinyasi; dan/atau  

c. pengelolaan.  
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Kemudian pada Pasal 20 UU Pariwisata menyebutkan bahwa Setiap 

wisatawan berhak memperoleh:  

a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;  

b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; 

 c. perlindungan hukum dan keamanan;  

d. pelayanan kesehatan;  

e. perlindungan hak pribadi; dan 

 f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.  

Kemudian pada Pasal 21 UU Pariwisata menyebutkan bahwa Wisatawan 

yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan 

fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada Pasal 22 UU Pariwisata 

Setiap pengusaha pariwisata berhak:  

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;  

b.   membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;  

c.   mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan  

d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 23 menyebutkan bahwa : 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:  

a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta 

keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;  

b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata 

yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, 

memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;  
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c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi 

daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan  

d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka 

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat 

luas.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian 

kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 

Peraturan Presiden. 

 Kemudian pada Pasal 24 UU Pariwisata menyebutkan bahwa Setiap orang 

berkewajiban : 

 a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan  

b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan 

menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. 

 Dan pada Pasal 25 UU Pariwisata menyebutkan bahwa Setiap wisatawan 

berkewajiban :  

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai 

yang hidup dalam masyarakat setempat;  

b. memelihara dan melestarikan lingkungan;  

c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan  

d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 

kegiatan yang melanggar hukum.  

Kemudian pada Pasal 26 UU Pariwisata menyebutkan bahwa :Setiap 

pengusaha pariwisata berkewajiban :  
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a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai 

yang hidup dalam masyarakat setempat; 

 b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;  

c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;  

d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 

keselamatan wisatawan;  

e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang 

berisiko tinggi;  

f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat 

yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;  

g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, 

dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;  

h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; 

 i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 

pemberdayaan masyarakat;  

j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 

kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;  

k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;  

l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;  

m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha 

kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan  

n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Hak dan kewajiban tersebut di atas juga berlakubagi para pengguna jasa 

penyewaan alat-alat hiburan yang ada di sekitar waterfront city di Kota Pontianak, 

apalagi jika konsumen atau penyewa alat-alat tersebut anak-anak yang 

memerlukan perindungan dalam penggunaan alat-alat tersebut apalagi jika alat 

tersebut menggunakan listrik atau batereharus dipikirkan kelayakan alat-alat 

tersebut selama digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


